
BUPATIHALMAHERASELATAN 
PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 28 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS SOSIAL 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Merumbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgarusasi Perangkat Daerah di hngkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgamsasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgarusast, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I  Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3895), sebagarmana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2000 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 396 1 ) ,  

2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I  Tahun 

2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

4264 ) , 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R I  Tahun 2014 

Mengmgat 1 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah drubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2015 Nomor 59), 

4 Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  

Tahun 2016 Nomor 1 14 )  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Sosial Repubhk Indonesia Nomor 14 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dmas Sosial 

Daerah Provmsi dan Dmas Sosial Dae rah 

Kabupaten/Kota (Benta Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1590), 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan, 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Pertimbangan 

Penyederhanan Struktur Orgarusasi Perangkat Daerah 

dilmgkungan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota 

Provmsi Maluku U tara 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA 

SELATAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati 1n1 yang dimaksud dengan 
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1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemenntah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 

4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemenntahan Daerah yang terdm dan Sekretanat 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah dan Badan 

Daerah Kabu paten Halmahera Sela tan 

8 Dmas adalah Dmas Sosial 

9 Togas Pokok adalah Togas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Dmas Sosial 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Sosial 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur S1p1l Negara 

dalam rangka mermmpm Satuan Orgarusasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahhan dan/ atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pu bhk serta adrmmstrasi 

pemenntahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrns yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Tekrus Dmas Sosial yang melaksanakan kegiatan tekrns 

operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TUG AS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Dmas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana 

Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpm oleh 

Kepala Dmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati rnelalui Sekretans Daerah 
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Bagian Kedua 

Susunan Orgarusasi 

Pasal 3 

( 1 )  Susunan Orgamsasi Dmas Sosral terdm atas 

a Dmas, 

b Sekretanat Dmas, terdm dan 

1 Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan 

2 Kelompok Jabatan Fungsional 

c Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional, 

d Bidang Rehabihtasi Dan Pelayanan Sosial, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional, 

e Bidang Perlmdungan Jamman Sosial dan Data, dan Kelompok 

Jabatan Fungsional, dan 

f Unit Pelaksana Tekrus (UPT) 

(2) Bagan Susunan Orgamsasi Dmas Sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  tercantum pada lampiran Peraturan Bupati 1n1 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

DIN AS 

Pasal 4 

Dmas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, 

dipimpm oleh seorang Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan pemenntahan dibidang sosial yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dibenkan kepada 

daerah 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Dmas 

Sosial menyelenggarakan fungsi 

1 Perumusan perencanaan kebijakan tekms di bidang perhndungan dan 

jamman sosial, rehabihtast dan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial 

dan penanganan fakir rmskm, 

2 Pelaksanaan perumusan kebijakan tekms di bidang perhndungan dan 

jamman sosial, rehabihtasi dan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial 

dan penanganan fakir miskm, 

3 Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kntena bidang 

perhndungan dan jamman sosial, rehabihtasi dan pelayanan sosial, 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskm, 

4 Pengkoordmasian, pembmaan, pengendahan dan pelaksanaan tugas di 

bidang perlmdungan dan jamman sosial, rehabihtasi dan pelayanan 

sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskm, 
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5 pembenan dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan Bidang 

kesejahteraan sosial yang mehputi penanggulangan/penanganan 23 

(dua puluh tiga] jerns penyandang masalah kesejahteraan sosial dan 

masalah sosial kemasyarakatan lamnya yang timbul dan berkembang di 

hngkungan masyarakat, pembmaan dan pengembangan potensr dan 

sumber kesejahteraan sosial, 

6 Pembmaan Admmistrasi dan Aparatur Pemenntah Daerah Bidang 

Sosial, dan 

7 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 2 

SEKRETARIAT 

Pasal 6 

Sekretariat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )  huruf b, 

dipimpin oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 

dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 

hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan ketatalaksanaan, 

pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan admmistrasi di 

hngkungan Dmas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 

Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di lmgkungan Dmas Sosial, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmrustrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggan, dan pelayanan admimstrasi dt hngkungan Dmas 

Sosial, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana di 

lmgkungan Dmas Sosial, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di hngkungan Dmas Sosial, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemermtah 

(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 

barang/jasa di hngkungan Dmas Sosial, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 

Laporan Keuangan Dmas, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dmas Sosial, 

9 Pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lmgkup 

tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 
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1 1  Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh Kepala Dmas sesuai dengan 

tugas dan fungsmya 

Pasal 8 

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 

( 1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 

membantu Sekretans dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata 

usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, 

penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan 

Pasal 9 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 

Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi 

1 Pelaksanaan adrrurustrasi kepegawaian, 

2 Pelaksanaan tata usaha dan pembmaan tata usaha, 

3 Pelaksanaan urusan rumah tangga, 

4 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemenksaaan keuangan, 

5 Pelaksanaan perbendaharaan, dan 

6 Pelaksanaan venfikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan 

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 3 

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 

Pasal 10  

Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf c, dipimpm oleh seorang Kepala 

Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kntena, pembenan bimbmgan tekrus dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

di bidang penanganan fakir rmskm dan pemberdayaan sosial 

Pasal 1 1  

Dalam menyelenggarakan tugas 

Bidang Penanganan Fakir 

menyelenggarakan fungsi 

1 Pelaksanaan kebijakan tekrns, fasihtasi, 

dan evaluasi pemberdayaan sosial 

kelembagaan masyarakat, 

2 Pelaksanaan kebijakan tekrns, fasrhtasi, koordmasi, serta pemantauan 

dan evaluasi pemberdayaan sosial komumtas adat terpencil, 

3 Pelaksanaan kebijakan tekrns, fasihtasi, koordmasi, serta pemantauan 

dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, kepermtisan, 

kesetiakawanan, dan restorasi sosial, 

koordmasi, serta pemantauan 

perorangan, keluarga, dan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ,  

Miskin Dan Pemberdayaan Sosial 
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4 Pelaksanaan kebijakan tekms, fasihtasi, koordmasi, pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sostal, 

5 Pelaksanaan kebijakan tekms, fasihtasi, koordmasi, serta pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir rmskm perdesaan, 

6 Pelaksanaan venfikasi dan vahdasi fakir rmskm cakupan kabupaten, 

7 Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kntena di bidang 

penanganan fakir rmskm dan pemberdayaan sosial dan, dan 

8 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 4 

BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL 

Pasal 12 

Bidang Rehabihtasi Dan Pelayanan Sosral sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kntena, pembenan bimbmgan tekms dan supervisi, 

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

rehabihtasi dan pelayanan sosial 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,  

Bidang Rehabilrtasi Dan Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi 

1 Pelaksanaan kebijakan tekrns, fasihtasi, serta pemantauan dan evaluasi 

rehabihtasi dan pelayanan sosial anak dt luar panti dan/atau lembaga, 

2 Pelaksanaan kebijakan tekms, fasihtasi, serta pemantauan dan evaluasi 

rehabihtasi dan pelayanan sosial penyandang disabihtas di luar panti 

dan/atau lembaga, 

3 Pelaksanaan kebijakan tekrns, fasihtasi, serta pemantauan dan evaluasi 

rehabihtasi dan pelayanan sosial tuna sosial dan korban perdagangan 

orang dr luar panti dan/ atau lembaga, 

4 Pelaksanaan kebijakan tekms, fasihtasi, serta pemantauan dan evaluasi 

rehabihtasi dan pelayanan sostal lanjut usia di luar panti dan/ atau 

lembaga, 

5 Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) 

untuk dikordmasikan dan dilaporkan kepada pemenntah daerah, 

6 Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA 

untuk dikordmasikan dan dilaporkan kepada pemenntah daerah, 

7 Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kntena di bidang 

rehabihtasi dan pelayanan sosial, dan 

8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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Paragraf 5 

BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN DATA 

Pasal 14 

Bidang Perhndungan .Jarmnan Sosial Dan Data sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu 

Kepala Dmas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kntena, pembenan bimbmgan 

tekrus dan supervist, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan di bidang perlmdungan jarmnan sosial dan data 

Pasal 15 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 

Bidang Perhndungan Jamman Sosial Dan Data menyelenggarakan fungsi 

1 Pelaksanaan kebijakan tekms, fasihtasi, koordmasi, serta pemantauan 

dan evaluasi perhndungan sosial korban bencana alam dan bencana 

sosial, 

2 Pelaksanaan kebijakan tekms, fasihtasi, koordmasi, serta pemantauan 

dan evaluasi jamman sosial keluarga dan data, 

3 Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kntena bidang 

perlmdungan jamman sosial dan data, 

4 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang perhndungan jamman sosial dan data, 

5 Pelaksanaan koordmasi dengan mstansi terkart di bidang perhndungan 

jamman sosial dan data, dan 

6 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 16 

(1 )  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrus (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/ atau kegiatan tekrus 

penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dipimpm oleh kepala UPT 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenar Unit Pelaksana Tekrus diatur dengan 

Peraturan Bu pati tersendm 
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BAB IV 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 

Eselomsasi 

Pasal 17 

( 1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 

Ilb, 

(2) Sekretans merupakan Jabatan Adrrumstrator atau Eselon Illa, 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adrmmstrator atau Eselon IIIb, 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 18 

Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan 

diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiarr/Bupati 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 19 

( 1 )  Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

adrnmistrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-rnasmg berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 

membenkan pelayanan fungsional terkait mekarusme koordmasi dan 

pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 

keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/atau 

dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 

orgamsasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdrvidu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 

berjenjang kepada kepala dmas 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 

sebagaunana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
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Kepala Dmas 

(7) Tim Kerja sebagarmana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a Ketua Tim, dan 

b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 

tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 

perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 

berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgarusasi 

tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 

pencapaian tujuan orgamsasi, 

( 10 ) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekamsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 

sebagarmana dimaksud pada ayat (3) dibenkan rnlai Angka Kredit 25°/o 

dan Angka Kredrt Kumulatif 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

( 12) Tugas, jerns dan Jen Jang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku 

Bagian Kedua 

Jabatan Pelaksana 

Pasal 20 

(1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 

pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 

a Unit KeIJa yang masih memihki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Admmistrator atau Eselon III 

b Unit KeIJa yang tidak memihki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 

dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 

bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawararr/ 

Bupatl 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lmgkungan 

Dmas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati tersendm 
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BAB VI 

TATAKERJA 

Pasal 2 1  

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lmgkungan Dmas Sosial 

wajib menerapkan prmsip koordmasi, integrasi, dan smkromsasi bark di 

hngkungan masmg-masmg maupun antar satuan orgamsasi di hngkungan 

Dmas Sosial serta dengan mstansi lam di luar lmgkungan Dmas Sosial 

sesuai dengan tugas masmg-masmg 

Pasal 22 

( 1)  Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab memimpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

drtetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  harus 

dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Pasal 23 

Setiap Pimpman Satuan Organisasi di lmgkungan Dmas Sosral wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 

atasannya masmg-masmg dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 24 

Setiap laporan yang ditenma oleh Pejabat Adrmrustrator dan Pejabat 

Pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 

laporan lebih lanjut dan membenkan petunjuk kepada bawahan 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan drtetapkannya 

jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 
1n1 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 26 

Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh] Orgamsasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 2 1  Tahun 2016 
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tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgarnsasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgarusasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal 27 

Peraturan Bupati irn mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap 

orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan iru dengan 
penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 1 6  Fe1'ru.::ri 2023 

SELATAN 

Drundangkan di Labuha 
pada tanggal 1 6  1<1ecrl, :ri 2023 

���TARIS DAERAH 
LMAHERA SELATAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 

NO MOR 

Salman Sesuai dengan aslmya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 

RUSDI HASAN,SH.MH 

Nip 19830702 200812 1  002 
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